Berdasarkan pembahasan penulis mencoba merangkum tentang
pelaksanan penyusunan kebijakan perijinan yang telah dilaksanakan di
kantor perijinan kabupaten sleman diantaranya adalah beberapa
permasalahan yang menyangkut :

a) Komunikasi

b) Ketersediaan sumber daya
¢) Struktur birokrasi

d) Perilaku aparatur

B. Saran

Saran yang sebaiknya dilakukan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Sleman

adalah :

1. Penyederhanaan proses dan waktu diharapkan bukan berarti
mempermudah proses perijinan khususnya di bidang lingkungan hidup,
mengingat setiap orang wajib untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
untuk kepentingan generasi yang akan datang.

2. Kantor yang dibuat dalam rangka perijinan diharapkan dapat tetap
memperhatikan  prinsip-prinsip dalam pelayanan untuk melakukan
koordinasi, intergrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian
agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

3. Pengaturan pelayanan perijinan terpadu dalam bidang pengelolaan sumber
daya alam di Kabupaten Sleman setelah diberlakukannya unit pelayanan
perijinan terpadu di daerah, diharapkan tidak menghilangkan substansi
dari ijin lingkungan hidup.
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